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PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PROSES 
LITIGASI (Studi Penelitian Pengadilan Agama Karanganyar) 
 
Abstrak 
Didalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia  tidak luput juga dengan 
adanya sengketa atau perselisihan, hal itu  tidak dapat terpisahkan karena 
penyebab sengketa ekonomi syariah di Indonesia sangat beragam, salah satu 
penyebab sengketa ekonomi syariah  karena salah satu pihak  tidak melakukan 
prestasinya atau yang disebut Wanprestasi, ataupun terjadi karena para pihak tidak 
faham mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya maupun permaslahan 
dalam penafsiran isi perjanjian (akad). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada 
Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta 
ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di 
bidang perbankan syariah, maka peyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan 
Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk 
menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Didalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah para pihak dapat memilih untuk mengajukan dengan gugatan 
biasa atau gugatan sederhana, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
untuk mengajukan gugatan tersebut. 
 




In the development of Islamic economics in Indonesia is not spared also by the 
existence of disputes or disputes, it can not be separated because the causes of 
Islamic economic disputes in Indonesia are very diverse, one of the causes of 
Islamic economic disputes is because one of the parties did not do their 
achievements or the so-called Default, or occurred because the parties do not 
understand the legal principles that govern it or the problems in interpreting the 
contents of the agreement (contract). Sharia economic dispute resolution is the 
competence and authority of the Religious Court based on the Explanation of 
point (1) Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendment to Law 
Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, and reaffirmed in Article 55 
paragraph (1) Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking which states 
that if a dispute occurs in the field of sharia banking, the settlement of the dispute 
is submitted to the Religious Court. In this case the religious court has the right 
and authority to accept, try and resolve it. In the settlement of Islamic economic 
disputes the parties can choose to file with a regular lawsuit or a simple lawsuit, 
but must comply with the applicable provisions for filing the lawsuit. 
 








Beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi syariah secara global terus 
mengalami pertumbuhan  dan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu bisa 
dilihat karena mulai banyaknya negara-negara yang menggunakan sistem 
ekonomi syariah. Salah satu pengguna ekonomi syariah adalah Indonesia, 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor. 
Faktor perkembangan ekonomi syariah terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor 
eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal nya adalah karena penyebab yang 
datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara 
lain, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun non Muslim. Negara-
negara tersebut telah mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya 
kesadaran tentang perlunya identitas baru dalam perekonomian 
mereka. Sedangkan untuk  faktor internalnya  adalah karena kenyataan bahwa 
Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar 
di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendikiawan dan praktisi 
ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 
dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. 
 Dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia  tidak luput juga 
dengan adanya sengketa atau perselisihan, hal itu  tidak dapat terpisahkan karena 
penyebab sengketa ekonomi syariah di Indonesia sangat beragam, salah satu 
penyebab sengketa ekonomi syariah  karena salah satu pihak  tidak melakukan 
prestasinya atau yang disebut Wanprestasi, ataupun terjadi karena para pihak tidak 
faham mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya maupun permaslahan 
dalam penafsiran isi perjanjian (akad). Walaupun para pihak telah membuat suatu 
perjanjian salah satunya agar perjanjian tersebut dapat dilaksaakan maupun ditaati 
oleh para pihak, namun sengketa tetap saja tidak bisa dihindarkan karena kondisi 
tertentu. Untuk pengertian secara umumnya sengketa ekonomi syariah adalah  
pertentangan antara dua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan 
usahanya dilaksanakan karena prinsip-prinsip serta asas hukum ekonomi syariah 
yang penyebabnya karena perbedaan presepsi  tentang kepentingan atau hak milik 




hukuman terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu kewenangan untuk 
menyelesaikan ekonomi syariah diberikan kepada pengadilan agama, dimana 
pengadilan harus bisa menjawab semua persoalan dengan berbagai pertimbangan 
hukum dan para penegak hukum di pengadilan agama harus mengacu kepada 
peraturan-peraturan dan undang-undang yang masih berlaku di indonesia. 
Tugas utama dari Peradilan Agama adalah sebagai Badan pelaksana 
Kekuasaan Kehakiman ialah dengan menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara. Produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan 
perkara di persidangan ada tiga macam yang pertama putusan, kedua penetapan, 
dan yang ketiga akta perdamaian. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
seharusnya diselesaikan dengan perdamaian hal itupun sudah jelas dan dilihat 
didalam Al Quran disitu sangat jelas Allah SWT, menyebutkan perintah bagi 
orang-orang  yang beriman harus mendamaikan sesama Muslim : 
“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 
dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil.”(Qs Al Hujarat ayat 9) 
 
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan 
kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam 
Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, 
maka peyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini 
Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, 
dan menyelesaikannya. 
Dalam pengadilan sendiri biasanya para hakim berupaya untuk melaukakn 
perdamaian, biasanya ditempuh melalui musyawarah dan untuk mencapai kata 
damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Perdamaian harus mengacu pada 




diselesaikan. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama 
hal ini telah diadopsi menjadi asas bagi seluruh hakim yang menyelesaikan 
perkara yang ditunjukan untuknya. Upaya perdamaian sendiri diatur dalam pasal 
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 65 dan 
pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk 
menyelsaikan perkara atau perselisihan  dengan damai dalam hal keperdataan, 
tidak hanya dapat ditempuh atas kemauan oleh para pihak tetapi bisa dengan 
keterlibatan Mediator. Hal itu ditempuh apabila tidak mencapai kata damai, maka 
persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketetapan di pengadilan agama. 
 
2. METODE  
Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan sebagai 
berikut: Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif 
yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,  Sumber data penelitian 
adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang 
menjadi sumber data penelitian ini adalah : Data primer yaitu data yang diambil 
langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak 
Pengadilan Agama, berkaitan dengan mediasi sebagai upaya penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Data sekunder, dalam penelitian 
ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau 
pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam 
penelitian ini. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-
undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, Pengumpulan 
data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu 
penelitian yang terdiri dari, Studi kepustakaan adalah dengan melihat kepada 
bahan-bahan yang didokumentasikan. Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh 




dengan permaslahan penelitian melalui prosedur logika deduktif, akan dapat 
ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara 
terhadap permasalahan  peneleitiannya dan akan diperoleh informasi yang 
berakitan dengan permasalahan penilitian. Studi kepustakaan diperoleh melalui 
bahan-bahan kepustakaan, meliputi: Bahan-bahan Hukum Primer seperti. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, Pasal 6 Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang  
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2019 tentang, Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah 
para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian. 
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 
langsung pada sang narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi 
dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 
berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah 
pewawancara, narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan 
dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 
kepada narasumber untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mancatat 
jawaban dari narasumber. 
Analisis bahan hukum dalam skripsi ini dengan menggunakan metode 
kualitatif, yaitu peneliti mencari pemahaman atau pengertian tentang suatu 
fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung 
dan/atau tidak langsung yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Penelitian ini 
mengumpulkan data secara bertahap dan makna disimpulkan selama proses 
berlangsung dari awal hingga akhir penelitian, bersifat naratif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Di dalam gugatan biasa ada beberapa  tahapan untuk perkara tersebut disidangkan 




mengajukan gugatan pengguggat menunggu  terlebih dahulu. Setelah itu 
Pengadilan Agama memanggil para pihak dan melakukan upaya perdamaian jika 
upaya perdamaian tersebut tidak tercapai maka para penggugaat membacakan 
gugatannya, selanjutnya jawaban gugatan oleh pihak tergugat, setelah itu 
pengguggat mengajukan replik terhadap jawaban gugatan, setelah itu tergugat 
mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh pengguggat, setelah itu 
diadakannya pembuktian oleh para pihak, setelah pembuktian majelis hakim 
melakukan musyawarah untuk membuat putusan tentang perkara tersbut. 
Dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara 
tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. 
Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 2 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atas perubahan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2015  , Mahkamah Agung (MA) memperkenalkan satu 
sistem baru dalam hukum acara perdata yang disebut Gugatan Sederhana (small 
claim case). Berbeda dengan gugatan perdata biasa yang pada umumnya 
memerlukan waktu lama sampai putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum 
tetap. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara 
tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. 
Terdapat syarat-syarat agar gugatan anda dapat diterima sebagai gugatan 
sederhana, yaitu: Nilai kerugian materiil pihak penggugat maksimal Rp. 
500.000.000; Tidak termasuk persengketaan kepemilikan hak atas tanah;Tidak 
termasuk perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus;Penggugat dan 
Tergugat berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama. 
Dalam perma no 2 tahun 2015 nominalnya hanya Rp. 200.000.000( Dua 
Ratus Juta Rupiah) tetapi banyak dari masyarakat yang meminta kepada 
Mahkamah Agung untuk mengganti nominal tersebut.  masyarakat menganggap 
penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana sangat cepat, murah, dan efektif, 
sehingga mahkamah Agung mengadakan kajian terhadap nominal tersebut dan 
pada tahun ini Perma Nomor 2 tahun 2015 dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 
2019 dimana Dalam gugatan sederhana nominal maksimal Rp. 500.000.000 (Lima 




Para pihak yang berperkara harus hadir langsung dalam setiap 
persidangan, walaupun sebelumnya telah memberikan kuasa kepada advokat 
atau lawyer. Para advokat atau lawyer hanya berwenang untuk mendampingi dan 
tidak boleh mewakili. Gugatan akan langsung dinyatakan gugur di hari sidang 
pertama jika pihak penggugat tidak menghadiri persidangan. Proses pemeriksaan 
gugatan sederhana dipimpin oleh hakim tunggal, yang pada saat bersamaan juga 
berkedudukan sebagai mediator. Hakim tersebut bersifat aktif dalam 
mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Dalam beberapa 
kasus yang kami tangani, sebagai seorang mediator, hakim umumnya akan 
melakukan mediasi secara langsung dengan para penggugat dan tergugat 
(prinsipal), tanpa mengikutsertakan advokat atau lawyer yang hadir mendampingi 
mereka.  Penyelesaian gugatan sederhana dengan hakim tunggal sebenarnya dapat 
menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi objektivitas hakim. 
Dengan ditunjukknya hakim tunggal maka tidak ada pendapat hakim yang saling 
mengimbangi di antara para hakim seperti halnya pada persidangan dengan 
majelis hakim. 
Susunan majelis tiga hakim atau lebih memungkinkan hakim akan saling 
memberi pendapat satu sama lain dalam musyawarah majelis hakim sebelum 
mengambil keputusan. Ketiga hakim akan saling melengkapi satu sama lain, 
karena apa yang dilihat oleh satu orangf hakim belum tentu dilihat oleh hakim 
lainnya. Dengan demikian, ada upaya maksimal dari para hakim untuk 
mewujudkan kebeneran dan keadilan yang dapat memuaskan pencari keadilan 
ataupun masyarakat pada umumnya. Tugas tiga orang hakim adalah dimaksudkan 
untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya dan seadil-adilnya guna 
memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Hal ini 
menunjukan bahwa susunan majelis hakim merupakan kesatuan semangat dengan 
ikrar Indonesia sebagai Negara hukum dalam menjujung tinggi nilai-nilai hak 
asasi manusia. 
Penilaian terhadap objektif atau tidaknya hakim tunggal dalam memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara tidak mudah untuk dilakukan karena nilai 




dari sudut pandang para pihak. Menurut pihak yang dimenangakan oleh hakim 
pasti menganggap hakim tersebut sudah  berlaku adil dan objektif tetapi untuk 
pihak yang kalah pasti menganggap hakim tersbut tidak adil dan tidak ojektif 
dalam memutus perkarana. 
Penyelesaian melalui proses gugatan sederhana tidak memerlukan waktu 
lama dikarenakan tidak ada proses jawab menjawab dalam bentuk replik, duplik 
bahkan kesimpulan. Pihak Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk 
menanggapi gugatan dengan mengajukan jawaban secara tertulis, namun tanpa 
adanya eksepsi dan gugatan rekonpensi (gugatan balik). Intervensi dan putusan 
provisi pun tidak dikenal dalam proses penyelesaian gugatan sederhana ini Lebih 
cepat. Pada dasarnya penyelesaian melalui gugatan sederhana ini merupakan jalan 
keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan nilai kerugian yang tidak 
terlalu besar. Untuk perkara-perkara tersebut pasti akan sangat melelahkan dan 
membuang waktu serta biaya lebih jika harus diselesaikan melalui gugatan 
perdata biasa yang bisa memakan waktu hingga sekitar 6 bulan. Lebih jauh, 
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum lebih cepat karena tidak ada 
upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara 
gugatan sederhana.  
Perbandingan Gugatan Sederhana Indonesia dan Gugatan Sederhana 
Diluar Negeri, Didalam gugatan sederhana di Indonesia sebenarnya tidak jauh 
berbeda dengan di Luar Negeri, karena Indonesia sendiri menganut acara gugatan 
sederhana dari Luar Negeri. Hal ini bisa dilihat dari pembatasan nilai gugatan 
dimana tiap Negara mengatur adanya  batasanya untuk nilai gugatan tersebut, 
selanjutnya tentang karakterisiktik dari gugatan sederhana pihak yang terlibat 
gugatan sederhana  harus mewakili diri mereka sendiri tanpa keterlibatan baik dari 
pengacara atau non-pengacara tetapi jika diperlukan pengacara hanya 
pendampingan saja untuk mewakili salah satu pihak dalam persidangan 
Pengadilan tersebut, Sebelum menyampaikan kasus itu, masing-masing pihak 
harus dipersiapkan dengan baik dalam membawa bukti-bukti dan saksi-saksi, juga 
untuk membawa cukup salinan setiap dokumen yang akan disajikan di pengadilan. 




mencari kebenaran dan hukum, selanjutnya Hakim harus  mewakili kedua belah 
pihak dan hukum. Kewengan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan materi 
hukum. Materi hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang 
menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang - 
orang Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 
berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Seiring dengan perkembangan 
hukum dan kebutuhan hukum dimasyarakat, khususnya masyarakat muslim yang 
semakin meluas, maka adanya penambahan kewenangan Pengadilan Agama 
setelah adanya amandemen UU No. 3 tahun 2006 perubahan atas UU No. 49 
Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama 
menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infak, sedekah   
Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan 
antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau kewenangan yang 
berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama  Adapun dasar 
hukum untuk menentukan patokan kompetensi relative adalah pasal 54 UU No.9 
Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan 
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan 
peradilan umum., landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif 
pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal pasal HIR atau pasal 142 RBg jo 
pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 penentuan kompetensi relatif bertitik 
tolak dari aturan yang menetapkan kepengadilan Agama mana gugatan diajukan 
agar gugatan memenuhi syarat formil. 
Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur tentang peraturan - 
peraturan terkait kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan 
dimana dalam suatu putusan terhitung dalam suatu pertimbangan hukum. 
Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam suatu 
produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang 
putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, di tolak, maupun dalam bentuk 




178 ayat 1 HIR, atau pasal 189 Ayat 1 RBg. Jo Pasal 23 UU no.14 tahun 1970 
adalah sebagai berikut: 
Pasal 187 HIR berbunyi: 
"”Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan 
segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak  ”.  
Pasal 189 ayat (1) Rbg, berbunyi  :  
"Dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya Hakim harus 
menambah dasar- dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak ”.  
Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 berbunyi: 
"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan 
dasar-dasar putusan  juga  harus  memuat   pula   pasal-pasal   tertentu, 
peraturan yang berkaitan dengan atau sumber hukum tak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili ”.  
Analisis Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra 
Para Pihak 
Pengguggat :  
1. XXX Bin XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan 
Swasta, dan bertempat tinggal di Dusun XXX  RT. XXX RW. XXX, 
Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX; Selanjutnya 
disebut PENGGUGAT  I.  
2. XXX Binti XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan 
Swasta, dan bertempat tinggal di Dusun XXX RT. XXX RW. XXX, 
Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten XXX; 
Selanjutnya disebut PENGGUGAT  II,  Dalam hal ini memberi Kuasa 
Khusus kepada: XXXX, SH., XXXX, SH., dan XXX, SH., para 
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “LBH XXX-LSM XXX”, 
beralamat di Jalan XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 
241/1415/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 14 November 2017. 
Tergugat :  
1. XXX XXX  BMT XXX, beralamat di Jalan XXX, XXX, Kelurahan 
XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karanganyar; Dalam hal ini 
memberi Kuasa Khusus kepada: XXX, S.HI. MH., XXXX, SH., dan 
XXXX, SH.,Advokat pada Kantor Advokat Syari’ah “XXXX, SH. & 
Partner”, beralamat di Koperasi XXXXX  BMT XXX, Jalan Lawu No. 
95, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar 
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 




2. XXXXX, beralamat di Jalan XXXX, Kelurahan XXX, 
Kecamatan XXX, Kota Surakarta; Dalam hal ini memberi Kuasa 
Khusus kepada: XXX XXX, XXX, XXX, XXX., dan XXX, 
beralamat di Jalan XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang 
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar 
Nomor : 046/1415/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 06 Februari 2018. 
Duduk Perkara 
Bahwa didalam perjanjian telah ditanda tangani akad jual 
beli Murabahah Nomor 0045.01/AD-04/MRBH/09-2014 pada hari 
Jum’at tanggal 12 September 2014 antara pihak Penggugat I, 
Penggugat II dengan pihak Tergugat. Pokok perjanjian jual beli 
dimaksud adalah pihak Tergugat memberi pinjaman (SHM No. 
1014/Desa Plumbon an. Sumiyem,  Nomor Surat Ukur 00333/1005 
tanggal 7 Februari 2005 seluas 345 M²) milik Para Penggugat 
dengan harga Rp 50.000.000, kemudian dijual oleh Para Penggugat 
dengan harga Rp 82.446.830,00 yang dibayar secara angsuran 
selama 36 bulan dengan angsuran tiap bulan Rp 2.290.190,00, 
dengan denda (kifarat) setiap hari sebesar 0,5% dari kewajiban 
setiap hari keterlambatan dari jadwal angsuran termasuk 
pembayaran tentang biaya-biaya notaris dan jasa-jasa lainnya, serta 
pajak-pajak akibat perjanjian dimaksud yang harus di bayar oleh 
pihak Para Penggugat, karena usaha pihak Para Penggugat sedang 
mengalami penurunan dan gagal serta macet, maka macet pula 
angsuran pembayaran dari pihak Para Penggugat pada Tergugat 
sehingga pihak Tergugat memberi somasi pada pihak Para 
Penggugat dengan Nomor Surat 006/APSI.ASAN/VII/2016 yang 
pada pokoknya pihak Para Penggugat agar melunasi sisa pokok Rp 
24.129.859,-, tunggakan Basil Rp 26.254.321,-, kifarat (denda) Rp 
30.023.960,-, atau total Rp 80.408.140,- dalam waktu 7 hari, dan 
karena klien kami sedang macet usahanya maka hanya sanggup 
membayar pokoknya Rp 24.129.859,- dan bagi hasil (meskipun 
rugi) Rp 870.141,- atau total Rp 25.000.000.-, tetapi ditolak oleh 
pihak Tergugat. Bukti surat nomor 006/APSI.ASAN/VII/2016. 
Antara pihak Para Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak 
ada kesepakatan dalam penyelesaian perkara perjanjian/akad 
murabahah dimaksud, pihak Tergugat bermaksud menjual lelang 
jaminan dimaksud melalui pihak Turut Tergugat. Obyek jaminan 
jual beli yang akan dijual lelang melalui pihak Turut Tergugat 
dimaksud adalah sertifikat hak milik dengan keterangan sebagai 
berikut: SHM No. 1014 an. XXX, Terletak di Dk. XXX RT 
XXX/XXX, Desa XXX, XXX, Karanganyar dengan  Nomor Surat 
Ukur 00333/1005 tanggal 7 Februari 2005 seluas 345 M². Obyek 
Sengketa dimaksud akan dijual lelang oleh pihak Tergugat pada 
tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor 
pihak Turut Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan pihak 




2017 yang dikirim oleh sdr. XXXX dari pihak Tergugat kepada 
pihak Penggugat I, dengan keterangan telah diterima oleh pihak 
Para Penggugat yaitu sdr. Bowo pada tanggal 26 Oktober 2017 
pukul 13.26 WIB. Tetapi dalam kenyataannya diterima oleh pihak 
Penggugat I pada hari Rabu tanggal 1 November 2017. Vide bukti 
Surat Nomor 011/SP/AD100/X/2017 dan vide bukti terima kiriman 
dari Fadhilatus Sobri (staf Tergugat) pada Penggugat I tanggal 26 
Oktober 2017 pukul 13.36 atau 1 November 2017. Berdasarkan  
bukti Surat Nomor 011/SP/AD-00/X/2017 tanggal 26 Oktober 
2017 yang diserah terimakannya pada tanggal 1 November 2017 
oleh sdr. XXX  (bukan sdr. XXX) dari pihak Tergugat dan diterima 
tanggal penerimaan 26 Oktober 2017 pukul 13.36, maka jelas 
terungkap perbuatan melawan hukum dari pihak Penggugat I. 
Dengan ditulis tanggal penerimaan 26 Oktober 2017 pukul 13.36 
maka jelas terungkap perbuatan melawan hukum dari pihak 
Tergugat yang tidak berdasarkan fakta dan merugikan pihak Para 
Penggugat antara lain yaitu: 1 Tentang tanggal Surat 
Pemberitahuan Nomor 011/SP/AD00/X/2017 dan jam/waktu 
lelang Bahwa ditulis dan diterangkan oleh pihak Tergugat bahwa 
Obyek Sengketa akan dilelang pada tanggal 26 Oktober 2017 
pukul 10.00 WIB. sedangkan surat dibuat dan ditanda tangani pada 
tanggal 26 Oktober 2017; 7.2 Tentang nama pengirim surat dan 
waktu penerimaan surat pemberitahuan  : Bahwa dalam bukti 
terima kiriman tertulis nama pengirim Fadhilatus Sobri diterima 
tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13.36 oleh sdr. Bowo (pihak 
Tergugat), tetapi faktanya diserah terimakan pada pihak Penggugat 
I hari Rabu tanggal 1 November 2017; Bahwa dengan demikian 
berdasarkan vide bukti formil Surat Nomor 011/SP/AD-00/X/2017 
dan materiil  yang diserahkan oleh sdr. Bowo dari pihak Tergugat 
yang diterima Pengguat I pada tanggal 1 November 2017 adalah 
merupakan bukti yang sah dan meyakinkan tentang Perbuatan 
Melawan Hukum dari pihak Tergugat yang telah merugikan pihak 
para Penggugat. Dengan demikian perbuatan melawan hukum 
pihak Tergugat pada para Penggugat dimaksud adalah perbuatan 
melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 
KUHPerdata, karena perbuatannya telah melanggar hukum 
subyektif pihak para Penggugat, melanggar kewajiban hukumnya 
sendiri yaitu tidak memberitahukan pelaksanaan lelang 
sebagaimana mestinya, melanggar etika pergaulan hidup dan 
melanggar kewajibannya sendiri sebagai anggota masyarakat dan 
atau sebagai lembaga keuangan dalam pergaulan hidup, secara 
patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain. 
Akibat perbuatan hukum Tergugat atau pelelangan dimaksud, 
pihak Para Penggugat telah dirugikan senilai Rp 450.000.000,- 
(harga rumah), sewa pengacara Rp 100.000.000,-, biaya-biaya 




diganti pembayarannya oleh pihak Tergugat secara tunai dan 
sekaligus. Para Penggugat telah berusaha terus menerus untuk 
menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi 
Tergugat tidak menanggapinya dengan itikad baik, maka terpaksa 
para Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan. 
 
      Didalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut salah satu 
hakim Pengadilan Karanganyar yang menghambat dalam pelaksanaan 
persidangan sengketa ekonomi syariah adalah para pihak maupun kuasa hukumya 
yang belum memahami terkait memformulasikan gugatannya dan untuk hakim 
sendiri dalam menangani perkara ekonomi syariah sendiri sudah diikutkan dalam 
sertifikasi terkait penanganan perkara ekonomi syariah 
 
4. PENUTUP 
Dalam Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Karanganyar harus melalui beberapa tahapan untuk yang pertama harus  
mengajukan gugatan terlebih dahulu setelah mengajukan gugatan pengguggat 
menunggu  terlebih dahulu. Setelah itu Pengadilan Agama memanggil para pihak 
dan melakukan upaya perdamaian jika upaya perdamaian tersebut tidak tercapai 
maka para penggugaat membacakan gugatannya, selanjutnya jawaban gugatan 
oleh pihak tergugat, setelah itu pengguggat mengajukan replik terhadap jawaban 
gugatan, setelah itu tergugat mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan 
oleh pengguggat, setelah itu diadakannya pembuktian oleh para pihak, setelah 
pembuktian majelis hakim melakukan musyawarah untuk membuat putusan 
tentang perkara tersbut. Penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter 
yang sedikit berbeda dengan acara  biasa, seperti tidak adanya agenda jawab 
menjawab antar para pihak pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, 
jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya 
dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian 
gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yursidiksi penyelesaian gugatan 
sederana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus 
berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana 




kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya 
hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana 
gugatan sederhana tersebut diputus.  
Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi yang 
menghambat dalam pelaksanaan persidangannya adalah para pihak maupun kuasa 
hukumya yang belum memahami terkait memformulasikan gugatannya dan untuk 
hakim sendiri dalam menangani perkara ekonomi syariah sendiri sudah diikutkan 
dalam sertifikasi terkait penanganan perkara ekonomi syariah. 
Dalam peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah sebaiknya 
lebih di fokuskan dan ditambahkan pasal yang sekiranya belum ada di peraturan 
perundang-undangan, karena jika peraturan tersebut belum ada dan belum diatur 
maka sangat sulit untuk memutus perkara yang belum ada aturannya tersebut. 
Penyelesaian gugatan sederhana atau small claim court  masih terdengar 
asing untuk masyarakat awam, dengan belum adanya perkara yang teregister 
sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana. Masyarakat kebanyakan 
masih memilih penyelesaian sengketa perdata dengan acara biasa yang 
memerlukan waktu lama karena masih belum memahami lebih dalam tentang 
penyelesaian gugatan sederhana tersebut. Sejauh ini Mahkamah Agung hanya 
memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas melalui media online saja, 
sehingga dampaknya masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian gugatan 
sederhana masih cukup sedikit. Mahkamah Agung hendaknya mengadakan 
sosialisasi secara langsung terhadap penyelesaian gugatan sederhana ini agar 
masyarakat memahami secara luas bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan 
gugatan sederhana ke Pengadilan. 
Untuk Hakim Tunggal di gugatan sederhana bisa ditinjau kembali, karena hal 
itu sangat berhubungan dengan hak asasi manusia maupun keadilan yang didapat 
oleh pencari keadilan. Walaupun hakim dalam upaya keberatan itu ada tiga hakim 
tetapi alangkah lebih baiknya pada pemeriksaan maupun putusan dalam gugatan 
sederhana menggunakan tiga hakim hal itu untuk menjaga objektivitas hakim dan 




Dalam mengajukan gugatan sebaiknya para pengguggat atau kuasa hukum 
penggugat lebih memahami isi formulasi gugatannya supaya nantinya dalam 
memformulasikan gugatan tersebut jelas dan tidak kabur dari gugatnnya atau 
obscuur libel 
Untuk acara gugatan sederhana seharusnya lebih disesuaikan dengan acara 
peradilan di Indonesia baik dari jumlah  hakim yang menyelesaikan perkara atau 
proses yang dijalani di peradilan Indonesia. 
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